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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS  PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah  Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang.  Entitas pelaporan ini terdiri dari 48 entitas akuntansi yaitu:
	No
	Kode
Satuan
	Nama SKPD

(Entitas Akuntansi)

	1
	2
	3

	1.
	1.01.01
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	2.
	1.02.01
	Dinas Kesehatan

	3.
	1.02.02
	RSUD Dr. M. Ashari

	4.
	1.03.01
	Dinas Pekerjaan Umum

	5.
	1.06.01
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	6.
	1.07.01
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

	7.
	1.08.01
	Kantor Lingkungan Hidup 

	8.
	1.10.01
	Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

	9.
	1.14.01
	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	10.
	1.15.01
	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

	11.
	1.19.01
	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

	12.
	1.19.02
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	13.
	1.19.03
	Satuan Polisi Pamong Praja

	14.
	1.20.01
	Sekretariat Daerah

	15.
	1.20.04
	Sekretariat DPRD

	16.
	1.20.08
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	17.
	1.20.09
	Inspektorat 

	18.
	1.20.10
	Badan Kepegawaian Daerah

	19.
	1.20.12
	Kantor Camat Moga

	20.
	1.20.13
	Kantor Camat Pulosari

	21.
	1.20.14
	Kantor Camat Belik

	22.
	1.20.15
	Kantor Camat Watukumpul

	23.
	1.20.16
	Kantor Camat Bodeh

	24.
	1.20.17
	Kantor Camat Bantarbolang

	25.
	1.20.18
	Kantor Camat Randudongkal

	26.
	1.20.19
	Kantor Camat Pemalang

	27.
	1.20.20
	Kantor Camat Taman

	28.
	1.20.21
	Kantor Camat Petarukan

	29.
	1.20.22
	Kantor Camat Ampelgading

	30.
	1.20.23
	Kantor Camat Comal

	31.
	1.20.24
	Kantor Camat Ulujami

	32.
	1.20.25
	Kantor Camat Warungpring

	33.
	1.20.30
	Kantor Pelayanan Terpadu

	34.
	1.20.31
	Kelurahan Kebondalem

	35.
	1.20.32
	Kelurahan Pelutan 

	36.
	1.20.33
	Kelurahan Sugihwaras

	37.
	1.20.34
	Kelurahan Mulyoharjo

	38.
	1.20.35
	Kelurahan Bojongbata

	39.
	1.20.36
	Kelurahan Paduraksa

	40.
	1.20.37
	Kelurahan Widuri

	41.
	1.20.38
	Kelurahan Wanarejan Selatan

	42
	1.20.39
	Kelurahan Beji

	43.
	1.20.40
	Kelurahan Petarukan

	44
	1.20.41
	Kelurahan Purwoharjo

	45.
	 1.21.01
	Kantor Ketahanan Pangan

	46.
	 1.22.01
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

	47.
	 1.24.01
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

	48.
	2.01.01
	Dinas Pertanian dan Kehutanan

	49.
	2.04.01
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

	50.
	2.05.01
	Dinas Kelautan dan Perikanan


4.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aktiva, hutang dan ekuitas dalam Neraca

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan Belanja diakui pada saat diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pada setiap periode diakui sebagai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aktiva, hutang dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor 104 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya. Koreksi atas peneriman pendapatan (Pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. 

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembaliaan tersebut.
b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dhi DPPKAD.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
c. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakaan berdasar azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.  Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
d. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas terdiri dari : 

(1) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dikelola oleh bendahara umum daerah baik dalam bentuk tunai maupun yang berada di Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk. Termasuk di dalamnya setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan.  Suatu investasi disebut setara kas kalu investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
(2) Kas di Pemegang Bendahara Penerimaan merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
(3) Kas di Pemegang Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dikas daerah dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

e. Piutang

Piutang merupakan hak yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang/tagihan ke pihak ketiga dinilai sebesar nilai nominal, tidak dibentuk cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang/tagihan ke pihak ketiga yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,dihapuskan sekaligus pada saat piutang/tagihan ke pihak ketiga dinyatakan tidak dapat ditagih, sesuai ketentuan yang berlaku.   

f. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Entitas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan dengan tidak menggunakan metode ini harus mendapat persetujuan dari Bupati dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan SKPD. 

Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi/opname fisik persediaan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan

Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila dengan pembelian;

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

d. Persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
g. Investasi 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka menajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan inverstasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan aset non lancar.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut  :

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
(c) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk menjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk menjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi suatu kriteria :

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b) Nilai perolehan wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :

a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c) Metode nilai bersih;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

h. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Mempunyai nilai yang material/memenuhi batas minimal pengakuan asset tetap(capitalization treshhold)
(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Dalam menentukan apakah suatu transaksi perolehan barang dapat dikategorikan sebagai perolehan asset tetap, maka ditetapkan ketentuan nilai materialnya sebagai berikut:

	No
	ASSET TETAP
	NILAI MATERIAL

	1.
	Tanah
	Tidak dibatasi

	2.
	Peralatan dan Mesin
	Rp.    400.000,00

	3.
	Gedung dan Bangunan
	Rp. 5.000.000,00

	4.
	Jalan Irigasi dan Jaringan
	

	
	- Jalan
	Rp. 10.000.000,00 

	
	- Irigasi
	Rp.   5.000.000,00

	
	- Jaringan
	Rp.    400.000,00

	5.
	Aset Tetap Lainnya
	Tidak dibatasi

	6.
	Konstruksi dalam pengerjaan
	Tidak dibatasi


Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
Pengeluaran yang dapat dikapitalisasikan sebagai unsur biaya perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

	No
	Aset Tetap
	Belanja/Pengeluaran

	1.
	Tanah


	1. Harga Pembelian/PembebasanTanah;

2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;

3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah);

4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengurukan/ Penimbunan;

5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan  

	2.
	Peralatan dan Mesin 
	

	
	a.
Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai


	1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin(PPN & PPh);

2. Ongkos Angkut;

3. Biaya Asuransi Pengiriman;

4. Biaya Instalasi/Pemasangan;

5. Biaya Selama Masa Uji Coba.

	
	b.
Pembuatan Peralatan dan Mesin 
	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketigakan):

a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;
2. Yang dilaksanakan secara swakelola: 

a. Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Jasa Konsultan;

f. Biaya Perizinan. 

	3.
	Gedung dan Bangunan


	Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketigakan)

a Pengeluaran sebesar nilai kontrak;

b Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c Biaya Perizinan;

d Jasa Konsultan;

e Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama;

Yang dilaksanakan secara swakelola

a. Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Biaya Perizinan;

f. Biaya Konsultan;

g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama

	4.
	Jalan Irigasi dan Jaringan
	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ke tiga kan)

a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

c. Biaya Perizinan;

d. Jasa Konsultan;

e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yg diperuntukan untuk keperluan pembangunan.

2. Yang dilaksanakan secara swakelola

a. Biaya Bahan Baku;

b. Upah Tenaga Kerja;

c. Sewa Peralatan;

d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e. Biaya Perizinan;

f. Biaya Konsultan;

g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.

	5.
	Aset Tetap Lainnya
	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ke tiga kan)

a Pengeluaran sebesar nilai kontrak;

b Biaya perencanaan dan pengawasan dan 

c Biaya perizinan;

1. Yang dilaksanakan secara swakelola

a Biaya Bahan Baku;

b Upah Tenaga Kerja;

c Sewa Peralatan;

d Biaya Perencanaan dan Pengawasan;

e Biaya Perizinan;

f Jasa Konsultan.

	6.
	Hibah dari pihak ketiga
	1. Nilai wajar pada saat perolehan;




Kriteria pengeluaran setelah perolehan awal (Subsequent Expenditures) yang ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

	No
	Aktiva Tetap
	Kriteria/Syarat
	Contoh

	1.
	TANAH
	Biaya dalam rangka memperoleh hak
	· Pembuatan sertifikat. 



	2.
	PERLATAN DAN MESIN
	Penambahan : Menambahkan komponen/spareparts/aksesoris/kapasitas/kemampuan/volume. Termasuk kegiatan yang menambah efisiensi, memperpanjang umur aset,  atau meningkatkan kapasitas produksi.
	· Penambahan AC, audio-visual pada kendaraan;

· Upgrade computer;

· Menambah bak pada truk(dari tidak ada menjadi ada);

· Menambah ukuran peralatan mesin(sehingga menambah volume/kapasitas muatan)

· Dll yang memenuhi kriteria.

	2.
	GEDUNG DAN BANGUNAN
	Penambahan/Perluasan

	· Penambahan ruang/garasi/gazebo/taman/ teras/slasar;

· Penambahan lantai bangunan (bertingkat);

· Pemasangan lantai keramik/marmer dari sebelumnya berupa tanah/tegel/semen;

· Pemasangan kanopi

· Pemasangan kisi-kisi

	3.
	JARINGAN JALAN DAN INSTALASI
	Penambahan volume/kapasitas
	· Pelebaran Jalan/Saluran Irigasi;

· Pembangunan Trotoar/pembatas jalan;

· Peningkatan kelas jalan;


Jika tindakan pada aset tetap tidak menyebabkan meningkatnya manfaat aset tersebut dan/atau kapasitas operasi/produksi dari aset yang bersangkutan tidak bertambah (fungsi/kapasitas/volume tetap), maka biaya yang dikeluarkan tidak dapat ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penggantian aset tetap yang memperbaharui bagian utama aset tetap, biayanya akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset yang bersangkutan. (Catatan : dengan mempertimbangkan material tidaknya harga yang dikeluarkan sehubungan dengan tindakan terhadap aset tersebut. Untuk mengkapitalisir, minimal diatas 25% dari nilai aset yang dimaksud, jika tindakan tersebut menyebabkan bertambahnya usia manfaat dan meningkatkan efisiensi maupun kapasitas produksi).
i. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dimaksud dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan jika.

(a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

j. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan dan pembentukannya sesuai Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan berkenaan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

k. Aset Lainnya

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam Aktiva Lancar, Aktiva tetap dan Dana Cadangan. Aset lainya terdiri dari:

(a) Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan adalah menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari perjanjian /kontrak. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan tagihan penjualan angsuran menurut jenis aktiva yang dijual ;

(b) Tuntutan Perbendaharaan meliputi tagihan kepada para bendaharawan yang terbukti menyalahgunakan keungan daerah. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan keuangan disesuaikan kebutuhan daerah yang antara lain meliputi klasifikasi menurut nama pegawai yang bersangkutan ( debiturnya);
(c) Tuntutan Ganti Rugi meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah daerah yang terbukti menyalahgunakan keuangan daerah atau pihak ketiga lainnya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan keuangan disesuaikan kebutuhan daerah yang antara lain meliputi klasifikasi menurut nama pegawai yang bersangkutan (debiturnya) ;
(d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman. Nilai bangunan yang diperoleh dicatat berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. Pengungkapan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, setidaknya disajikan klasifikasi menurut jenisnya;

(e) Aset Tak Berwujud adalah aset yang dimiliki pemerintah daerah yang tidak berujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pengungkapan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan dicatat sebesar biaya perolehannya.
(f) Aset lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikategorikan dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta kemitraan dengan pihak ketiga. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan disesuaikan kebutuhan informasi dari aset lain-lain berkenaan.
l. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (government-related events);
d. ke kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (government-acknowledged events).
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.  Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, rata-rata kurs tengah Bank Indonesia selama sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signitifikan, maka kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilapokan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Jika Pemerintah daerah memiliki tunggakan yaitu jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar  jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal maka jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

m. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan :

a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tercantum dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;

c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan daerah..

n. Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan:

a) Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
b) Aktivitas Investasi Aset Non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
c) Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
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